
 

 
 
 

  
 
 

PERATURAN  BUPATI GRESIK 

NOMOR   41  TAHUN 2009 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2009 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  GRESIK, 

 
Menimbang     : bahwa sebagai pelakasanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah 

Nomor 7 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2009. perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12  Tahun 1950  tentang Pembentukan 

Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 

2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997   tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 

Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4048); 

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003   tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389) ; 

7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan    Negara    (Lembaran    

Negara    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421) ; 

9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturtan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4548) ; 

10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001   tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001  tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 

 



 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005   tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4503) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman     

Daerah    (Lembaran     Negara   Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005  tentang Dana Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005  tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2005  

Nomor  140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ; 



 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2005  Nomor  

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614) ; 

24. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan 

Kependidikan Bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah  diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009; 

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang 

Penggunaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas 

Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada  Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik    Tahun 2006 Nomor 6) ; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) ; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2006 Nomor 20) ; 

31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2008 Nomor 2) ; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2  Tahun 2009 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Darah Tahun Anggaran 2008; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2009 



 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH TAHUN  ANGGARAN 2009. 

 

 

Pasal 1 

 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2009, terdiri dari : 

(1) Pendapatan : 

a).  Semula                                 Rp.   890.697.525.457,00 

b).   Bertambah                           Rp.       64.307.575.858,00 

Pendapatan setelah Perubahan  Rp.    995.005.101.315,00 

 

 
(2)  Belanja. 

a).   Semula Rp. 993.531.304.719,00 

b).   Bertambah                           Rp.       75.106.198.751,30 

Jumlah Belanja setelah Perubahan  Rp.    1.068.637.503.470,30 

Surplus/(Devisit)setelah Perubahan  Rp.       113.632.402.155,30 

 

 
(3)  Pembiayaan. 

a).   Penerimaan 

Semula Rp.    104.890.548.014,00 

Bertambah Rp.       12.741.854.141,30 

Jumlah Penerimaan setelan Perubahan  Rp.     117.632.402.155,30 

 

b).   Pengeluaran   

Semula Rp.            500.000.000,00 

Bertambah Rp.         3.500.000.000,00 

Jumlah Pengeluaran setelan Perubahan  Rp.         4.000.000.000,00 

  

Jumlah Pembiayaan Netto setelan Perubahan Rp.  4.000.000.000,00 

 
Sisa Lebih pembiayaan Anggaran setelah   

Perubahan                                         Rp.                    0,00 
 

 

 

 



 

Pasal 2 

 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 

lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

 

Pasal 3 

 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

Pasal 3 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati Gresik ini dengan penempatannya dalam  Berita Daerah Kabupaten 

Gresik. 

 

  Ditetapkan di Gresik 

  Pada tanggal  21 Agustus  2009 

 

BUPATI GRESIK 

 

Ttd 

 

Dr. KH. ROBBACH MA’SUM, Drs., M.M. 

Diumumkan Dalam  

Berita Daerah Kabupaten Gresik 

Tgl, 21 Agustus 2009   No: 486 


